DR.ANDI HAMZAH, SH.

INVENTARIS BARANG MILIK DAERAH
SETDA KABUPATEN BUTON

TIDAK DIBENARKAN ME
BERADA DIRUANGAN

MINDAHKAN BARANG-BARANG YANG

TANPA SEIZIN PENANGGUNGJAWAB
RUANGAN ATAU PENGURUS BARANG

v\ w PENERBIT
RINEKA CIPTA

Dipindai dengan CamScanner



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

DR. ANDI HAMZAH, S.H.

ASAS-ASAS
HUKUM PIDANA

Edisi Revisi

PENERBIT

S PTRINERA o

Dipindai dengan CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

B

Perpustakaan Nasional RI: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Andi Hamzah

Asas-asas hukum pidana / Andi Hamzah.

-- Jakarta: Rineka Cipta, 2014.

x, 228 hlm. ; 20,5 cm.

Bibliografi: him. 219

ISBN 978-979-518-070-8

1. Hukum Pidana. 1. Judul.

345
ASAS-ASAS KUH UM
Oleh : DR. Andi Ham
Cetakan IV, Edisi Revisi Dese
Hak cipta dilindungi unda

. n r
Dilarang memperbanyak isi buku ini, baikgsglbt:aﬁh‘“s
maupun seluruhnya dalam bentuk apag;:;:
tanpa izin tertulis dari Penerbit,

Diterbitkan oleh PT RINEKA CIPT
A
Kompleks Perkantoran Mitra Matraman Blok B.I\Jlaoka'n;

JI. Matraman Raya No. 148 Jak
. arta 1
Telp. (021) 85918080, 85918081, 8591 8142, 8591;::2
_ Anggota IKAP| No. 112/DKI/90
Dicetak oleh PT Asdi Mahasatya, Jakarta
RC. No : 062/H/2014

PIDANA
2ah, S H,

mber 2014

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 Pasal 44
Tentang Hak Cipta

Pasal 72

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak

syatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling
51ngka1 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta
rupizh), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau 'denda paling
banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barangsiapa dengan sengaja menyerahkan, menyiarkan, memamerkan
mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasii
pelzlmggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud paca ayat (1)
dipidana cengan pidana penjara paling lama 5 (lima) 1ahun dan/atau denda pal'mg’
banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Hukum Pidana menempati posisi penli?g dalam seluruh sistem hcl]lklz::
dalam suatu negara. Meskipun masih dlpcnany.akan n?anfaa;:?ya atin
menyusun lata masyarakat yang tertib dan damat, tetapi sema mdp?zn 1ar§
dipelajari segi-seginya untuk menunjang seluruh sistem kehidupandida
masyarakat. . .

Sering dikatakan bahwa pidana merupakan ultimun remea'.-z'un ata‘:l
obat terakhir. Tetapi tidak demikian halnya “penuntutan pld'ana ]
Penuntutan pidana tidak mesti berakhir dengan penjatuhan pld_ana.
Penuntutan pidana ternyata bermanfaat pula untuk mcnyelesall-(an
pelanggaran hukum pidana. Dengan penyelesaian di luar acara pengadilan
atau apa yang disebut dengan transaksi antara penuntut umum dan
pelanggar, baik dengan syarat maupun lanpa syarat, maka dapatlah
diselesaikan suatu pelanggaran hukum pidana.

Di Negara Belanda, ternyata 50% perkara pidana diselesaikan di
luar pengadilan. 90% di antaranya karena kurang cukup bukti dan sisanya
karena perkara itu terlalu kecil, pelanggar sudah terlalu tua dan kerusakan
telah diperbaiki.

Untuk mencapai tahap seperti itu, diperlukan penegak hukum yang
jujur lagi berwibawa serta cakap.

‘ Asas-asas Hukum Pidana merupakan fundamen hukum pidana.

Sejauh-jauh orang mempelajari atau menerapkan hukum pidana, akan

tetap harus kembali menclaah asas-asasnya yang terkand ;
Buku | KUHP. ya yang ung di dalam
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Demildanlah sehingga tulisan ini meskipun jauh dan Sempur i
te|

mengambil waktu selama 4 tahun untuk menyusunnya yan
selingi dengan tulisan Jain yang lebih mudah diselesaikan.

Semoga tulisan ini ada man faatnya bagi kalangan hukum, khy e
mahasiswa hukum. Kritikan yang cermat senantiasa diterimga SUs
senang hati untuk kesempurnaan di masa depan.

8 disefa.

dengy |

Penulis,

Kata Pengantar Edisi Revisi

Setelah buku ini diluncurkan pada tahun 1991, ternyata peminain':“ i
cukup memadai. Untuk menanggapi peminat itu, penulis terpanggil up
lebih menyempurnakan dan menyesuaikannya dengan kurikulum ba
fakultas hukum. et

Dalam edisi revisi ini selain kesalahan cetak di ki il

' : : perbaiki, ju
ditambahkan lIgE‘L bab baru, yaitu Bab IlI tentang teori-teori hukum pi J
laal; \' Isntang interpretasi undang-undang pidana dan Bab X tenta

ukum Penetensier, yang isinya tentang jenis-jenis pi E
iy y g jenis-jenis pidana dan penem:

Juga ditambahkan uraian tentang error injuri i diterima |
) ! 1juris yang mulai diterima |
jika memang kesesatan itu tidak dapat dihindari (onov jik) atay |

I . erk B
tidak dapat diatas (onoverwinnelijk). el "

Semoga edisi revisi ini lebih bermanfaat lagi dari isi asliny i

_ . agi daripada edisi aslinya.
Terima ka.51h kepada rekfln dosen yang telah mewajibkan buku ini untuk |
rJ:ata pelajaran hukum pidana yang diasuhnya seperti beberapa dosendi

Jungpandar'ag_ dan.P_rof. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A. dari
- Pdada edisi revisi tahun 2008 ini, juga ditambahkan satu bab "‘7:
Berju ul Dasar Peniadaan Penuntutan dan Pelaksanaan Pidana menjad

ab X, Bab X lama menjadi Bab XI. B

Semoga buku ini dari waktu bertambah sempurna

Penulis
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